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BAB I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Agenda pelaksaan reforma agraria telah memasuki babak baru pasca pemilihan 

umum tahun 2019. Terpilihnya Jokowi untuk kedua kalinya sebagai Presiden 

Republik Indonesia setidaknya memperpanjang umur harapan terhadap 

penyelesaian persoalan pada agenda reforma agraria. Agenda tersebut menjadi 

bagian dari janji politik Jokowi sebagaimana yang tertuang dalam Nawacita. Secara 

faktual capaian dari agenda reforma agraria masih terbilang rendah. Oleh 

karenanya, langkah akselerasi untuk menuntaskan capaian yang tertunda menjadi 

tantangan pemerintahan yang baru. 

Langkah strategis pemerintah dalam upaya pelaksanaan reforma agraria 

diwujudkan ke dalam lima program prioritas nasional, yaitu (KSP 2015): 1). 

Penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agraria; 2). Penataan 

penguasaan dan pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA); 3). Kepastian 

hukum dan legalitas hak atas TORA; 4). Pemberdayaan masyarakat dalam 

penggunaan, pemanfaatan, dan produksi atas TORA; serta 5). Kelembagaan 

pelaksanaan reforma agraria pusat dan daerah. 

Implikasi langsung dari strategi reforma agraria sebagaimana yang telah 

dipaparkan diatas sejatinya untuk menyelesaikan konflik sosial. Secara umum, 

konflik dalam ilmu sosial dapat didefinisikan sebagai “suatu situasi proses, yaitu 

proses interaksi antara dua atau lebih individu atau kelompok dalam 

memperebutkan obyek yang sama demi kepentingannya” (Wiradi 2009). Berkaitan 

dengan konflik agraria, obyek yang sama tersebut adalah tanah, air, tanaman, 

tambang, dan juga udara yang berada di atas tanah bersangkutan. 

Apabila merujuk pada basis obyek dalam agraria, maka urusan agraria 

sejatinya memiliki spektrum yang luas mencakup sumber daya alam. Urusan-urusan 

berbasis lahan (kehutanan) merupakan bagian dari persoalan agraria yang saling 

beririsan. Pemahaman atas cakupan agraria nampaknya cukup disadari oleh 

pemerintah. Melalui kebijakan RAPS setidaknya dapat memperlihatkan atas 
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kesadaran tersebut. Meskipun dalam implentasi di lapangan masih banyak ditemui 

penyimpangan. 

Menilik konflik agraria pada sektor kehutanan sebetulnya memiliki akar 

sejarah yang panjang. Diawali pada era kolonial yang mana pengelolaan hutan 

kental dengan nuansa kontrol negara terhadap kawasan hutan (sumber agraria). 

Pendekatan yang paling monumental adalah teritorialisasi kawasan hutan (Soetarto 

dan Cahyono 2014). Pola pendekatan ini telah mengakibatkan masyarakat sekitar 

hutan tercerabut dari hak-hak agrarisnya, sekaligus menjadi tonggak awal konflik 

agraria di sektor kehutanan. 

Seiring berjalanya waktu baik era orde lama, orde baru, hingga reformasi 

watak kolonial masih mewarnai corak pengelolaan hutan di Indonesia. Jikalaupun 

muncul gaung penyelesaian masalah tenurial pada kawasan hutan nampak hanya 

sebatas formalitas belaka. Upaya penyelesaian cenderung bersifat teknokratis dan 

instrumentalistik.  

Kompleksitas masalah tenurial warisan kolonial rupanya mengendap hingga 

saat ini. Alih-alih menyelesaikan masalah tenurial, pemerintah justru dihadapkan 

dengan tantangan baru melalui hegemoni “internasionaliasasi kawasan hutan”. Isu-

isu seperti perubahan iklim, perdagangan karbon, krisis ekologis, dan sebagainya 

tampil dalam kebijakan dan program global yang cukup mempengaruhi tata kelola 

kehutanan kita. Dalih orientasi kesejahteraan masyarakat lokal yang diusungnya 

justru menjadi beban baru yang dipikul negara-negara berkembang, termasuk 

Indonesia. Muaranya, yang menjadi korban tidak lain adalah masyarakat lokal.  

Melihat kompleksitas masalah di atas, patut dimaklumi bahwa perjuangan 

mewujudkan reforma agraria kehutanan tidaklah semudah membalikan telapak 

tangan. Kuncinya adalah political will dari pemerintah dan dukungan dari berbagai 

lapisan masyarakat. Perjuangan reforma agraria merupakan kerja-kerja yang 

berbasis sinergitas. Singkatnya, agenda reforma agraria harus dilaksanakan secara 

otentik bukan seremonial belaka. 

Salah satu tujuan utama dari RAPS adalah penyelesaian konflik agraria. 

Namun demikian, hampir 6 tahun RAPS diimplementasikan, capaian penyelesaian 
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konflik agraria masih jauh dari harapan. Contoh konflik agraria (sektor kehutanan) 

yang belum terselesaikan adalah seperti yang terjadi di Banyuwangi.  

Mengenai konflik penguasaan tanah kawasan hutan, kondisi di lapangan 

menunjukkan bahwa beberapa wilayah yang diklaim sebagai kawasan hutan pada 

kenyataannya sudah berupa penggunaan lain yang dikuasai oleh masyarakat, seperti lahan 

permukiman, pertanian, perkebunan dan sebagainya. Hal ini senada dengan pernyataan 

Peluso (1992, 188) bahwa hutan di Indonesia hanyalah definisi politis atau hanya wilayah 

yang secara administratif berupa kawasan hutan, bukan tutupan lahan hutan yang 

senyatanya ada (secara biologis).  

Konflik penguasaan tanah kawasan hutan sudah terjadi begitu lama selama 

berpuluh-puluh tahun, terlebih di Pulau Jawa yang kawasan hutannya berada di bawah 

pengelolaan Perum Perhutani. Kawasan hutan terluas di Pulau Jawa berada di Kabupaten 

Banyuwangi yaitu seluas 176.146,4427 ha (SK Menteri LHK Nomor 2137/MenLHK-

PKTL/KUH/PLA/2/4/2017). Setiawan (2019) menjelaskan tipologi konflik penguasaan 

tanah kawasan hutan yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi meliputi konflik antara 

masyarakat dengan Instansi Pemerintah, Perum Perhutani maupun dengan perusahaan 

swasta. Mengenai konflik penguasaan tanah kawasan hutan di Kabupaten Banyuwangi 

antara masyarakat dengan Perum Perhutani, Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) 

Provinsi Jawa Timur (2019) melakukan pengolahan data dengan hasil menunjukkan bahwa 

terdapat permukiman dalam kawasan hutan seluas 1.362,6805 ha atau sekitar 0,77% dari 

total luas wilayah Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan data tersebut, terdapat 30 desa di 

12 kecamatan yang terindikasi adanya permukiman dalam kawasan hutan, dengan 

persentase terbesar berada di Desa Kedungasri, Kecamatan Tegaldlimo. Indikasi 

permukiman terhadap kawasan hutan di Desa Kedungasri adalah seluas 180,6751 ha atau 

sebesar 37,21%.  

Perlu adanya pola Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) 

menuju kebijakan RAPS untuk mengatasi konflik penguasaan tanah kawasan hutan di Desa 

Kedungasri. Hal ini tentunya juga demi terwujudnya program prioritas yang dicanangkan 

oleh pemerintah mengenai pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat di sekitar kawasan hutan. Salah satu syarat penting dalam skema PPTKH adalah 

penyediaan peta lokasi yang akan diajukan untuk program RAPS. Permasalahannya yaitu 

pemetaan mengenai lokasi yang terdapat konflik penguasaan tanah kawasan hutan yang 

akan diajukan untuk skema PPTKH menuju RAPS masih terbatas. Identifikasi secara spasial 
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lokasi yang terdapat konflik penguasaan tanah kawasan hutan oleh masyarakat sangat 

perlu untuk dilakukan demi terwujudnya keberhasilan PPTKH melalui RAPS tersebut. 

Selain itu perlu dilakukan pula identifikasi secara spasial mengenai lamanya pola 

penguasaan tanah kawasan hutan oleh masyarakat sebagai data pendukung dalam 

pengajuan RAPS.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latarbelakang di atas, kajian mengenai konflik agraria sektor 

kehutanan khususnya yang terjadi di Banyuwangi penting untuk dilakukan. 

Penelitian ini mencoba berkontribusi dalam penyelesaian masalah konflik agraria 

dengan memberikan informasi penting berupa gambaran konflik agraria di sektor 

kehutanan yang terjadi di Banyuwangi dan strategi penyelesaian konflik melalui 

kebijakan reforma agrarian dan perhutanan sosial. Secara khusus permasalahan 

yang akan disoroti dalam penelitian ini adalah konflik agraria seperti apakah yang 

terjadi di Banyuwangi; apa saja klaim yang menjadi basis legitimasi masing-maisng 

pihak yang berkonflik; dan bagaimanakah opsi kebijakan yang dapat dihasilkan 

untuk menyelesaiakan konflik agraria tersebut.  

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) melakukan identifikasi ragam 

konflik agraria sektor kehutanan di Banyuwangi; (2) memperoleh penjelasan 

masing-masing pihak yang digunakan sebagai basis klaim penguasaan mereka; (3) 

memperoleh opsi-opsi kebijakan melalui reforma agraria dan perhutanan sosial 

didasarkan pada hasil identifikasi ragam konflik 
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BAB VI. PENUTUP DAN KESIMPULAN 

 

1. Di Banyuwangi terdapat tanah dalam Kawasan hutan yang sudah dikuasai 

masyarakat (pemukiman permanen dan fasos) yang lebih dari 50 tahun 

penguasaan. 

2. Tipologi konflik penguasaan tanah kawasan hutan di Kabupaten Banyuwangi 

terdiri dari tipologi konflik penguasaan yang melibatkan antara masyarakat 

dengan pemegang izin usaha, masyarakat dengan Instansi Pemerintah dan 

masyarakat dengan Perum Perhutani. Tipologi konflik penguasaan tanah 

kawasan hutan yang terjadi di wilayah Desa Kedungasri merupakan jenis konflik 

penguasaan tanah kawasan hutan yang terjadi antara masyarakat dengan Perum 

Perhutani. Konflik penguasaan kawasan hutan antara masyarakat dengan Perum 

Perhutani di Desa Kedungasri dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu: 

a. Tipologi I adalah penguasaan tanah masyarakat berupa perkampungan di 

wilayah Dusun Pondokasem yang diklaim masuk dalam kawasan hutan Perum 

Perhutani; 

b. Tipologi II adalah kawasan hutan yang dikelola atau dimanfaatkan oleh 

masyarakat sebagai lahan garapan. 

3. KLHK cenderung memilih opsi kemitraan/Perhutanan Sosial daripada pelepasan 

Kawasan menuju Reforma Agraria meskipun tipe penguasaan masyarakat sudah 

dalam bentuk pemukiman permanen lebih dari 20 tahun penguasaan. 

4. Hasilnya identifikasi penguasaan oleh masyarakat didapatkan data bahwa dari 

120,40 ha, seluas 51,03 ha bidang tanah kawasan hutan dikuasai oleh masyarakat 

< 20 tahun, dan seluas 69,37 ha bidang tanah kawasan hutan dikuasai oleh 

masyarakat ≥ 20 tahun. Dua tipe serta lama-nya waktu penguasaan ini 

merekomendasikan adanya kebijakan reforma agrarian dan perhutanan sosial.  

5. Tatkala terdapat proses dan hasil Tukar Menukar Kawasan Hutan, ternyata 

keberadaan tanah pengganti tersebut tidak dapat dieksekusi disebabkan tidak 

disetujuinya oleh Panitia Pertimbangan Landreform (PPL). Ini ditunjukkan dalam 

kasus di Grajagan. 
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6. Eksistensi GTRA belum efektif dan beberapa kasus masih diwadahi oleh 

kelembagaan PPL dengan jangkauan yang masih lintas sektor.  

7. Lemahnya eksistensi GTRA ini sebab tidak seriusnya pemerintah kabupaten 

dalam pelaksanaan RA di Banyuwangi, dan pemerintah kabupaten cenderung 

memilih opsi-opsi kebijakan yang ada di dalam kewenangan KLHK dan Persero 

Perhutani.  
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